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Tahun 1945, dan salah satu wujud konkretnya adalah pendirian partai
politik. Sebagai pilar utama demokrasi, partai politik memiliki peran
strategis dalam menyalurkan aspirasi rakyat dan membentuk
pemerintahan. Namun, dalam sistem negara hukum yang menjunjung
prinsip rule of law, hak tersebut tidak bersifat absolut dan dapat dikenai
pembatasan demi menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, serta
keutuhan ideologi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
kewenangan dan mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia dalam
perspektif konstitusi dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan
pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif, analisis dilakukan
terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah
Konstitusi, serta dokumen hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi berdasarkan permohonan pemerintah, dan harus melalui proses
peradilan yang adil (due process of law). Alasan pembubaran mencakup
pelanggaran terhadap UUD 1945, ancaman terhadap keutuhan negara,
serta penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan
demikian, tindakan pembubaran tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran
hak berserikat selama dilaksanakan secara proporsional, legal, dan dalam
koridor prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.
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PENDAHULUAN

Kedaulatan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat, sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat
konstitusi ini diwujudkan melalui pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang menjadi sarana
utama bagi rakyat dalam menentukan para pemimpin pemerintahan. Pemilu dilaksanakan
secara periodik setiap lima tahun sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang menjamin
keberlangsungan pemerintahan yang sah. Dalam hal ini, rakyat memiliki peran yang sangat
penting karena pemilu merupakan manifestasi dari hak konstitusional warga negara untuk
memilih dan dipilih.

Dalam praktik demokrasi modern, partai politik berperan sebagai saluran utama
artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Di Indonesia, eksistensi partai politik dijamin
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oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas
kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Partai politik menjadi pilar
penting dalam sistem demokrasi karena memfasilitasi rakyat untuk turut serta dalam proses
politik. Namun, sejarah bangsa ini juga mencatat bahwa partai politik bisa menjadi ancaman
terhadap negara ketika terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,
seperti upaya makar, penyebaran paham radikalisme, maupun pelanggaran berat terhadap hak
asasi manusia (HAM).

Calon wakil rakyat yang maju dalam pemilu sebagian besar berasal dari partai politik,
meskipun terdapat pula jalur independen dalam konteks tertentu. Partai politik merupakan
wadah bagi individu yang memiliki kesamaan visi, misi, dan orientasi politik. Secara alami,
orang-orang dengan pandangan politik serupa akan membentuk kelompok yang terorganisir
dalam bentuk partai politik untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Tujuan utama dari
keberadaan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik secara sah melalui
pemilu sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Partai politik pada hakikatnya dibentuk untuk mewadahi aspirasi politik kolektif dari
warga negara yang memiliki pandangan yang sejalan. Kebebasan berpolitik ini dilindungi oleh
konstitusi sebagai bagian dari hak asasi. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai
permasalahan, seperti penyimpangan dari cita-cita nasional, hingga pelanggaran serius
terhadap prinsip demokrasi dan hukum. Ketika partai politik terbukti melanggar nilai-nilai
fundamental negara, maka opsi pembubaran menjadi alternatif yang dapat dipertimbangkan
demi menjaga stabilitas nasional dan integritas konstitusional.

Namun demikian, pembubaran partai politik merupakan langkah yang tidak sederhana
karena berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara untuk berserikat. Meskipun
konstitusi memberikan jaminan terhadap kebebasan berserikat, namun di sisi lain juga
membuka ruang bagi pembubaran partai politik dengan syarat-syarat tertentu. Dilema muncul
ketika tindakan pembubaran dipertanyakan dari sisi hak asasi, yakni apakah tindakan tersebut
merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak berserikat, ataukah memang hak tersebut
memiliki batasan konstitusional yang dapat diterapkan dalam kondisi tertentu.

Pada dasarnya, pembentukan negara tidak lepas dari kodrat manusia sebagai makhluk
sosial yang memiliki kebutuhan untuk hidup bersama dalam tatanan yang teratur. Dengan
akalnya, manusia mampu membedakan antara baik dan buruk serta berupaya mempertahankan
kehidupannya dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial. Hak untuk bertahan
hidup, memenuhi kebutuhan dasar, serta melindungi apa yang dimiliki merupakan bagian dari
hak kodrati yang melekat pada setiap individu. Dari sinilah lahir gagasan mengenai hak asasi
manusia (HAM) yang mendasari sistem hukum modern.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan,
konsep HAM pun berkembang. HAM tidak bersumber dari hukum positif atau pemberian
negara, melainkan melekat karena manusia memiliki martabat sebagai makhluk yang berakal.
Hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut, artinya semua orang memiliki hak yang
sama tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, budaya, maupun asal negara. Bahkan ketika
seseorang melakukan kesalahan berat, ia tetap berhak atas perlindungan dasar sebagai manusia.

Perjalanan panjang sejarah HAM menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak-hak
dasar manusia membutuhkan waktu dan perjuangan yang tidak singkat. Salah satu tonggak
penting dalam sejarah tersebut adalah lahirnya Magna Charta tahun 1215 di Inggris, yang
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menjadi awal mula pengakuan terhadap hak individu di hadapan kekuasaan absolut. Puncaknya
adalah lahirnya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948 yang menetapkan
standar global bagi perlindungan HAM dan menjadi referensi penting bagi konstitusi berbagai
negara, termasuk Indonesia.

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan bagian dari HAM klasik, yaitu hak-
hak yang pertama kali diakui dalam peradaban manusia. Hak ini merupakan bagian dari naluri
dasar manusia sebagai makhluk sosial. Seiring berjalannya waktu, pengaturan mengenai
kebebasan ini mulai dimasukkan dalam berbagai dokumen hukum dan konstitusi negara-negara
di dunia. Indonesia sendiri mengatur hal ini secara tegas dalam UUD NRI 1945, khususnya
Pasal 28E ayat (3), yang menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan
menyatakan pendapat.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 merupakan titik awal pengakuan
terhadap hak-hak asasi warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. UUD NRI 1945 telah mengatur secara eksplisit mengenai kebebasan
berserikat sebagai bagian dari prinsip demokrasi konstitusional. Namun demikian, kebebasan
ini tetap berada dalam koridor hukum dan dapat dibatasi jika terbukti mengancam keamanan
nasional, ketertiban umum, atau melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, dalam penelitian
ini akan dibahas secara komprehensif mengenai wewenang pembubaran partai politik beserta
mekanismenya, serta dikaji apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk
perampasan hak berserikat warga negara, dan pelanggaran apa saja yang dapat dijadikan dasar
hukum untuk pembubaran partai politik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena analisis terhadap
permasalahan dilakukan berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Perbedaan utama
antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif terletak pada hasil akhir serta teknik analisis
datanya. Pendekatan kualitatif menghasilkan penjelasan deskriptif dalam bentuk uraian naratif
terhadap suatu fenomena atau permasalahan, sedangkan pendekatan kuantitatif menyajikan
hasil dalam bentuk angka, grafik, atau diagram. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji
eksistensi kewenangan pembubaran partai politik beserta mekanismenya, serta menelaah
apakah tindakan pembubaran tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pembatasan
terhadap hak berserikat warga negara yang dijamin dalam hak asasi manusia. Analisis
dilakukan dengan merujuk pada ketentuan konstitusi dan peraturan terkait, seperti Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai
Politik. Penggunaan landasan hukum ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan teoritis
yang menyeluruh dan menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

PEMBAHASAN

Partai Politik Sebagai Wujud Kebebasan Berserikat dan Subjek Hukum Konstitusional
Pengertian partai politik secara yuridis tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik. Dalam ketentuan tersebut, partai politik diartikan sebagai organisasi
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yang bersifat nasional, dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia yang
memiliki kesamaan kehendak dan cita-cita, dengan tujuan memperjuangkan serta melindungi
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, partai politik juga
memiliki peran dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui partai politik, setiap anggota memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat
secara bebas dan turut serta dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk dalam pemilihan umum
yang merupakan sarana utama untuk menentukan arah pemerintahan. Keberadaan partai politik
menjadi elemen sentral dalam sistem demokrasi Indonesia, mengingat seluruh pejabat
konstitusional dipilih secara langsung oleh rakyat dan mayoritas calon berasal dari partai
politik.

Secara umum, partai politik juga dapat dipahami sebagai himpunan individu yang
memiliki kesamaan ideologi, asas, atau pandangan politik, yang secara bersama-sama
menyusun agenda dan kebijakan yang sejalan dengan urusan pemerintahan. Dari berbagai
definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa partai politik terdiri atas individu-individu yang
memiliki kesamaan nilai dan aspirasi politik, lalu bersatu dalam wadah organisasi guna ikut
serta dalam menjaga keutuhan bangsa dan membangun sistem pemerintahan yang demokratis.

Pengaturan mengenai pembubaran organisasi, khususnya partai politik, berbeda-beda
di setiap negara. Hal ini sangat bergantung pada bagaimana negara tersebut memosisikan partai
politik dalam sistem ketatanegaraannya, serta sejauh mana kepentingan nasional yang ingin
dilindungi. Di negara-negara baru di kawasan Asia dan Afrika, menurut Weiner dan
LaPalombara, regulasi terhadap partai politik umumnya dikaitkan dengan dua elemen penting
dalam integrasi nasional, yaitu pengendalian terhadap seluruh wilayah negara dan penegakan
loyalitas terhadap negara. Kedua elemen ini turut membentuk memori kolektif suatu bangsa.

Menanggapi pandangan Weiner dan LaPalombara tersebut, Sam Issacharoff
memberikan dukungan dengan menekankan bahwa setiap negara memiliki dasar-dasar
konstitusional tertentu yang dianggap tidak dapat diubah. Prinsip-prinsip konstitusional
tersebut menjadi tolok ukur dalam menentukan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar
oleh partai politik. Batasan tersebut dapat mencakup prinsip-prinsip ideologis dan institusional
yang menentukan apakah suatu partai politik dianggap demokratis atau tidak. Selain itu,
integritas nasional juga menjadi salah satu kriteria penting dalam menilai kelayakan
keberadaan suatu partai politik.

Mengingat bahwa organisasi merupakan salah satu bentuk utama ekspresi kebebasan
hati nurani dan kebebasan berpikir, maka pembubarannya harus dilakukan melalui mekanisme
due process of law serta diputuskan oleh lembaga peradilan yang independen dan imparsial.
Prinsip ini juga berlaku dalam konteks pembubaran partai politik, mengingat peran penting
partai politik dalam sistem demokrasi, termasuk sebagai perwujudan dari kebebasan berserikat
dan berkumpul.

Wewenang untuk membubarkan partai politik tidak seharusnya berada di tangan
eksekutif, karena hal ini berisiko menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Dalam praktiknya,
pembubaran partai politik oleh eksekutif dapat digunakan sebagai alat politik untuk
menyingkirkan partai oposisi yang dianggap mengancam kekuasaan partai penguasa. Oleh
karena itu, pembubaran partai politik harus tunduk pada prinsip hukum yang adil dan
transparan serta dilakukan oleh otoritas yudikatif yang memiliki legitimasi konstitusional.
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Partai Politik Sebagai Hak Berserikat yang Terbatas Dalam Konteks Rule of Law

Indonesia merupakan negara hukum, di mana seluruh aspek kehidupan bernegara dan
bermasyarakat diatur oleh hukum. Konsep ini dikenal sebagai rule of law, yang menegaskan
bahwa tidak ada satu pun aktivitas kenegaraan maupun warga negara yang berada di luar
jangkauan hukum. Salah satu ciri penting dari rule of law adalah penghormatan terhadap hak
asasi manusia (HAM), termasuk kebebasan berserikat.

Pengakuan terhadap kebebasan berserikat secara tegas tercantum dalam Pasal 28E ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:
"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi warga negara untuk membentuk atau
bergabung dalam berbagai jenis organisasi atau perkumpulan. Salah satu bentuk konkret dari
hak tersebut adalah pendirian partai politik, yaitu wadah bagi warga negara yang memiliki
kesamaan pandangan, nilai, dan cita-cita politik untuk berserikat dan memperjuangkan
kepentingan bersama secara sah dalam sistem demokrasi.

Dapat ditegaskan bahwa Indonesia mengakui keberadaan hak atas kebebasan berserikat
sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, sebagaimana hak-hak lainnya, hak tersebut
tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi dalam keadaan tertentu. Pembatasan ini bertujuan
untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu hak tidak melanggar atau mengganggu hak orang
lain. Salah satu hak yang dapat dikenai pembatasan adalah hak untuk berserikat. Ketentuan
mengenai pembatasan ini tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menyatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan
berserikat hanya dapat dilakukan jika diperlukan dalam masyarakat demokratis, demi
kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau
moral publik, serta hak dan kebebasan orang lain.

Sebagai negara demokratis dan pihak yang telah meratifikasi ICCPR, Indonesia
memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan antara pengakuan terhadap kebebasan berserikat
dan perlindungan terhadap kepentingan umum maupun hak-hak warga negara lainnya. Oleh
karena itu, dalam praktiknya, hak berserikat dapat dikenai pembatasan sejauh pembatasan
tersebut sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan keperluan dalam masyarakat
demokratis.

Pembatasan yang dimaksud dalam konteks ini dapat berupa pengurangan, penundaan,
bahkan penghapusan sementara terhadap hak berserikat. Sebagai contoh, apabila kepentingan
suatu partai politik bertentangan dengan cita-cita bangsa Indonesia atau mengancam
kepentingan nasional, maka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan
kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok, kepentingan partai politik
tersebut harus dikesampingkan. Dalam kondisi demikian, pembubaran partai politik dapat
dijustifikasi sebagai langkah konstitusional yang sah. Dengan demikian, dapat ditegaskan
bahwa hak untuk berserikat memang dapat dikenai pembatasan, selama pembatasan tersebut
dilakukan berdasarkan prinsip pengutamaan kepentingan umum dan tidak melanggar hak asasi
pihak lain. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk mencegah terjadinya benturan antarhak
yang berpotensi menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak-hak warga negara
lainnya. Oleh karena itu, pembubaran partai politik dalam kerangka menjaga kepentingan
nasional, ketertiban umum, atau keutuhan negara, tidak serta-merta dapat dikategorikan
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sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sepanjang dilakukan melalui prosedur hukum yang
adil dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partai politik memang merupakan salah satu implementasi hak untuk bersikat, namun
ketika hak tersebut disalah gunakan atau ternyata bertentangan dengan kepentingan banyak
orang apalagi negara, pembubaran partai politik adalah salah satu solusinya. Partai politik yang
bubar adalah partai politik yang melakukan beberapa pelanggaran, sebagaimana disebutkan di
dalam berbagai pasal sebagai berikut.

Ketentuan Hukum Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa partai politik
dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, serta dilarang melakukan
kegiatan yang dapat membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dalam pasal ini digunakan frasa “dan/atau”, yang berarti bahwa pelanggaran
terhadap salah satu unsur saja, baik bertentangan dengan konstitusi dan hukum, maupun
membahayakan keutuhan negara sudah dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada
partai politik yang bersangkutan. Sebelum dikenai sanksi pembubaran, partai politik terlebih
dahulu dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara, sebagaimana diatur
dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang yang sama. Pasal tersebut menyatakan bahwa
"pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai
sanksi administratif berupa pembekuan sementara partai politik yang bersangkutan sesuai
dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama satu tahun." Dengan demikian,
mekanisme pembubaran partai politik tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi
harus melalui prosedur hukum yang sah dan diawali dengan proses peradilan.

Dalam Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
disebutkan bahwa “Partai politik dilarang mengadopsi, mengembangkan, serta
menyebarluaskan ajaran atau paham komunisme, marxisme, dan leninisme.” Ketentuan ini
diberlakukan secara tegas karena paham komunisme/Marxisme-Leninisme secara fundamental
bertentangan dengan nilai-nilai dasar ideologi negara, yaitu Pancasila. Pengalaman historis
Indonesia pada masa Orde Lama, khususnya peristiwa G30S/PKI, menjadi salah satu dasar
utama diberlakukannya larangan tersebut secara ketat. Tidak seperti jenis pelanggaran lain
yang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara, pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 40 ayat (5) langsung dikenai sanksi berupa pembubaran partai politik tanpa
melalui tahap pembekuan. Hal ini dikarenakan ketika ideologi dasar sebuah partai politik sudah
bertentangan dengan Pancasila, maka seluruh aktivitas dan kebijakan politik yang dijalankan
partai tersebut juga dikhawatirkan akan menyimpang dari prinsip-prinsip negara dan dapat
membahayakan integritas bangsa. Oleh karena itu, pembubaran partai dalam konteks ini
dipandang sebagai langkah preventif demi menjaga stabilitas dan keutuhan ideologi negara.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diatur
mengenai alasan-alasan dibubarkannya suatu partai politik. Pasal tersebut menyatakan bahwa
“Partai politik dinyatakan bubar apabila: a. membubarkan diri berdasarkan keputusan
internal partai; b. bergabung dengan partai politik lain; atau c. dibubarkan berdasarkan
putusan Mahkamah Konstitusi.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembubaran partai politik
dapat terjadi karena kehendak internal, proses penggabungan, maupun melalui mekanisme



516 Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 3 No. 7, Juli 2025 | 510 — 519 |

hukum yang melibatkan lembaga yudikatif tertinggi dalam pengujian konstitusional, yaitu
Mahkamah Konstitusi.

Misalnya, dalam hal penggabungan partai politik, hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa
penggabungan partai politik dapat dilakukan dengan dua cara: a. Menggabungkan diri untuk
membentuk partai politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru; atau b.
Menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu partai
politik yang bergabung.

Sebagai contoh, partai politik yang memiliki komunitas atau basis massa yang kecil
dapat memutuskan untuk bergabung dengan partai politik yang lebih besar. Penggabungan ini
tidak menjadi persoalan selama dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing
partai. Selain penggabungan, partai politik juga dapat membubarkan diri secara sukarela,
misalnya apabila dalam AD/ART tercantum ketentuan pembubaran setelah jangka waktu
tertentu berdiri, atau ketika sebagian besar anggotanya tidak lagi memiliki visi dan misi yang
sejalan. Setiap partai politik memiliki hak untuk mengatur sendiri alasan-alasan
pembubarannya melalui AD/ART. Namun, dalam hal partai politik diduga melakukan
pelanggaran hukum atau bertentangan dengan konstitusi, pembubarannya hanya dapat
dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan kewenangan tunggal
yang diberikan oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan
bahwa pembubaran partai politik harus dilakukan melalui proses peradilan yang adil (due
process of law) dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, proses
pembubaran partai politik atas dasar pelanggaran hukum harus melewati pengujian yudisial
oleh Mahkamah Konstitusi demi menjamin perlindungan hukum dan konstitusionalitas.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional dalam mengadili beberapa
jenis perkara yang putusannya bersifat final dan mengikat. Kewenangan tersebut meliputi: a.
memutus pembubaran partai politik; b. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); c. menyelesaikan sengketa
kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; serta d.
memutus perselisihan tentang hasil pemilithan umum.

Terkait pembubaran partai politik, Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pembubaran partai politik
hanya dapat diajukan oleh pemerintah. Permohonan tersebut harus disertai dengan uraian
lengkap mengenai alasan pembubaran, terutama jika ideologi, asas, tujuan, atau aktivitas partai
politik tersebut terbukti bertentangan dengan UUD 1945.

Tata cara pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi dimulai dengan
pengajuan permohonan resmi dari pemerintah. Permohonan ini harus didaftarkan dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi, dan Mahkamah wajib memberitahukan kepada partai politik
yang bersangkutan tentang adanya permohonan tersebut. Pemerintah diberi waktu paling lama
tujuh hari kerja sejak pengajuan untuk menyempurnakan atau melengkapi permohonan jika
diperlukan. Permohonan yang masuk akan diperiksa kelengkapan formal dan materinya. Jika
tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, Mahkamah dapat menyatakan permohonan
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tidak dapat diterima. Sebaliknya, jika syarat telah terpenuhi, Mahkamah Konstitusi akan
memproses dan memutus permohonan pembubaran partai politik dalam waktu paling lama 60
hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila setelah pemeriksaan Mahkamah tidak
menemukan cukup alasan atau bukti kuat mengenai pelanggaran terhadap konstitusi, maka
permohonan pembubaran akan ditolak dan partai politik tetap dapat beroperasi. Namun, jika
Mahkamah menemukan bahwa partai politik tersebut benar telah melanggar UUD 1945, maka
putusan pembubaran akan dijatuhkan. Putusan tersebut wajib diumumkan melalui Berita
Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah diputuskan. Setelah
itu, partai politik yang dibubarkan akan segera dicabut pendaftarannya dari sistem administrasi
kepartaian oleh pemerintah, demi menegakkan prinsip keterbukaan dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Partai politik merupakan perwujudan dari hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Keberadaannya menjadi wadah bagi warga negara dalam
menyalurkan aspirasi politik dan berperan dalam proses demokrasi. Meskipun demikian, hak
untuk berserikat tidak bersifat mutlak. Dalam sistem negara hukum seperti Indonesia,
kebebasan ini dapat dibatasi sesuai dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kebutuhan
dalam masyarakat demokratis, terutama demi menjaga kepentingan nasional, ketertiban umum,
dan keutuhan negara. Proses pembubaran partai politik di Indonesia tunduk pada aturan hukum
yang tegas dan tidak dapat dilakukan secara arbitrer. Kewenangan untuk membubarkan partai
sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Konstitusi, bukan eksekutif, guna mencegah
penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin perlindungan hukum. Prosedurnya dimulai dengan
pengajuan permohonan resmi dari pemerintah dan harus melalui proses peradilan sesuai prinsip
due process of law. Alasan hukum yang dapat menjadi dasar pembubaran mencakup
pelanggaran terhadap UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, ancaman terhadap
keutuhan dan keselamatan negara, serta penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan
Pancasila seperti komunisme, marxisme, dan leninisme. Selain itu, partai dapat dibubarkan atas
kehendak internal atau melalui proses penggabungan dengan partai lain. Oleh karena itu,
pembubaran partai politik tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak
berserikat selama dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dan didasarkan
pada prinsip demokrasi konstitusional. Sebaliknya, langkah ini dapat menjadi instrumen sah
untuk menjaga kepentingan publik serta mempertahankan kedaulatan ideologi negara.
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